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Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas PerkenanNya 

jua Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tagun 2017-

2022 ini telah selesai disusun. Penyusunan KLHS RPJMD ini dilaksanakan untuk 

memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

Pelaksanaan KLHS RPJMD ini ditempuh melalui proses yang cukup 

panjang dari saat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi tim penyusun KLHS RPJMD 

Hulu Sungai Utara, Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) sampai 

pelaksanaan Konsultasi Publik yang pelaksanaan keseluruhannya di mulai dari 

bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat 

aktif dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan KLHS yaitu seluruh tim KLHS 

RPJMD Hulu Sungai Utara, Tenaga ahli dan tenaga teknis, Perguruan Tinggi, LSM, 

unsur swasta, tokoh masyarakat, perwakilan SKPD yang ada di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, Komunitas Pecinta Lingkungan, Bappeda Kabupaten tetangga dan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel. 

Kami menyadari dokumen ini masih banyak kekurangannya, untuk itu 

masukan dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan 

dokumen ini. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan referensi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu, sesuai dengan tujuannya 

semoga dengan adanya laporan KLHS ini, maka RPJMD Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2017-2022 dapat lebih meningkat kualitasnya dan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam RPJMD 

tersebut. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif  
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi  

dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 
 

 

1.1. Latar Belakang  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kajian yang 

melalui proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek 

lingkungan dari Kebijakan, Rencana, dan atau Program KRP RPJMD Kabupaten 

Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran 

dirumuskan kedalam kebijakan yang akan melahirkan  program  dan  kegiatan  

prioritas  yang  akan  diselenggarakan  dalam  jangka waktu 5  (lima) tahun. 

RPJMD  tahun 2017 - 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada 

RPJPD dan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan untuk Indikasi 

program dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan Badan dan 

Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta 

Kementerian/Badan/Lembaga/instansi Pusat yang berada di daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing diwujudkan 

secara bertahap menurut prioritas penanganannya, yaitu prioritas tinggi, prioritas 

sedang dan prioritas rendah.   

Proses pelaksanaan KLHS dan pengintegrasian ke dalam RPJMD 

Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan suatu proses pengambilan keputusan 

yang legal formal, hal ini sejalan dengan tugas tim penyusun RPJMD tahun 2017 - 

2022 yang juga termasuk tim Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan yang 

melaksanakan KLHS RPJMD. Proses pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Pedoman 

Pelaksanaan KLHS di dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 46 tahun 2016 tentang tata cara 

penyelenggaraan KLHS. Permen LH Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum 

KLHS dan Permendagri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah. 
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Secara  geografis  Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak  pada  2°1'37″ 

sampai 2°35’58” Lintang Selatan dan antara 144°50'58” sampai 115°50'24” Bujur 

Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beribukota di Amuntai mempunyai luas 

wilayah 892,7 km2 atau 2,38% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan. Kabupaten HSU terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, 

yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat yaitu 

Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong di 

sebelah utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah 

timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala dan 

Kabupaten Tapin di sebelah selatan. Kabupaten HSU dilintasi sungai Balangan dan 

sungai Tabalong, serta didominasi 89% rawa dari luas total HSU. 

Kondisi alam HSU menjadi faktor penting basis ekonomi HSU yang 

bertumpu pada sektor pertanian. Populasi padat penduduk berada di ibukota dan 

sekitarnya, serta di sepanjang jalan dan di aliran sungai (urban river development), 

dengan pertumbuhan penduduk yang cukup lambat yaitu kurang dari 1% per tahun. 

Perkembangan sektor industri dan perdagangan masih belum optimal, namun 

sektor-sektor tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

pendapatan daerah, dan juga berpotensi memberikan tekanan pada kondisi alamnya 

serta sekaligus keberlanjutan kegiatan pembangunan sektor pertanian, khususnya 

pada pertanian lahan basah. 

Pembangunan daerah memiliki tujuan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pergerakan perekonomian daerah agar efisien 

dan efektif serta mampu mewujudkan derajat kehidupan, namum dalam 

pengelolaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan, 

keharmonisan, maupun keberlanjutan dari suatu ekosistem sumberdaya alam. Oleh 

sebab itu, perlu ditekankan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang tidak 

hanya dalam mengelola sumber daya secara maksimal tetapi juga memperhatikan 

bagaimana dampaknya terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem 

tatanan kehidupan manusia. 

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan umumnya dan bagian dari Provinsi 

Kalimantan Selatan khususnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sumber 
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daya alam yang cukup melimpah, terutama sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi 

sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. 

Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja 

akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.  

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dijelaskan 

di atas, maka perlu dilakukan penyelenggaraan KLHS melalui proses: 

A. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS meliputi 

1. Pengkajian pengaruh RPJMD terhadap kondisi Lingkungan Hidup 

2. Perumusan alternatif penyempurnaan RPJMD 

3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan 

RPJMD yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan. 

B.  Penjaminan Kualitas, dan Pendokumentasian KLHS; dan 

C.  Permohonan Validasi KLHS RPJMD  

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 

adalah: 

a) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan 

berkelanjutan melalui penyusunan RPJMD. 

b) Menjamin agar penyusunan RPJMD dirumuskan berdasarkan 

pertimbangan pembangunan berkelanjutan. 

c) Membangun wahana sinergi dan kerjasama berbagai kepentingan 

sektoral dan kewilayahan dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan 

d) Membantu memperluas alternatif RPJMD yang relevan terhadap 

keberlanjutan pembangunan. 

e) Menjamin proses dan produk RPJMD yang membantu mengurangi 

dampak negatif pada program. 
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1.2.2 Sasaran 

Sasaran KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:  

a) Membangun kesadaran para pihak akan kebutuhan pembangunan 

berkelanjutan, termasuk rasa memiliki terhadap pembangunan regional 

di wilayahnya, dalam hal ini hasil RPJMD sebagai instrumen 

pembangunan berkelanjutan daerah; dan  

b) Membangun komitmen para pihak untuk konsisten dalam 

menindaklanjuti RPJMD yang telah mengintegrasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

 

1.3. Ruang lingkup 

Ruang lingkup penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai 

Utara adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan  persiapan  yang   meliputi;  identifikasi  perkembangan proses 

kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penyusunan rencana 

kerja KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

b) Melakukan pelingkupan yang meliputi; penetapan nilai penting, tujuan dan 

kedalaman/lingkup KLHS, penyusunan informasi dasar, penyusunan 

konsep RPJMD berkelanjutan, telaah tujuan, kebijakan, dan strategi  

RPJMD,  identifikasi  isu  pokok  pembangunan  berkelanjutan, penilaian 

dan penetapan isu strategis, isu paling strategis dan isu prioritas. 

c) Melakukan kajian kebijakan, rencana, dan program (KRP) yaitu RPJMD 

terhadap kondisi lingkungan hidup yang meliputi; a) Identifikasi dan 

perumusan isu pembangunan berkelanjutan; b)  Baseline dan analisis data  

untuk menapis isu strategis ke isu prioritas; c) Identifikasi materi muatan 

KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi 

Lingkungan Hidup; dan 5) Analisis pengaruh hasil identifikasi KRP terkait 

dengan hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan.   

d) Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD Kabupaten Hulu 

Sungai Utara yang meliputi; perumusan  alternatif  tujuan,  kebijakan,  dan  

strategi,  penyusunan  alternatif  indikasi program. 
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e) Menyusun  rekomendasi  perbaikan  KRP  RPJMD Kabupaten Hulu 

Sungai Utara yang  meliputi; perbaikan rumusan tujuan, kebijakan, dan 

strategi, perbaikan rumusan muatan rencana, dan perbaikan indikasi 

program. 

f) Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

g) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten 

Hulu Sungai Utara 

h) Permohonan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 

1.4. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyelenggaraan KLHS dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai 

Utara yaitu sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 

Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2106); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas 

Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2324); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

4. Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1990 tentang  Konservasi Sumber Daya  

Alam  Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 
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6.      Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002  Nomor  3,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4169); 

9. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 444); 

12. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

15. Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 
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16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 83, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5014); 

18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 96, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5025); 

19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

21. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

22. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No.31 tahun 2004  tentang  Perikanan  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2009  Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5074); 

23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5168) 

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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25. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3776); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4385); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor  28  tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

33. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2006  tentang  Irigasi  (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sumber 

Daya Air (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 82, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4858) 

35. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Industri  

(Lembar  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 
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36. Peraturan  Pemerintah Nomor 38  Tahun 2011  tentang Sungai  (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 

37. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  

Daerah  Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ekonomi Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228); 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134); 

41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

42. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 
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BAB II
KONSEP KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.1. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memberikan pengaruh

yang substansial. Pandangan ini menjadi landasan pemikiran bahwa aspek- aspek

substansial wilayah menjadi bahan atau masukan dan sekaligus sebagai keluaran

utama proses KLHS RPJMD. Sebagai masukan, aspek substansial wilayah terikat

pada rasionalitas lokal, yaitu landasan rasional yang berpijak pada aspek

substansial wilayah, seperti tipologi ekosistem wilayah, kearifan lokal, dan juga

kekhususan sistem ekonomi regional.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan pada pilar: a)

ekonomi, b) sosial, dan c) lingkungan, maka dengan mempertimbangkan

rasionalitas lokal sebagai masukan utama KLHS RPJMD. Konsep pembangunan

berkelanjutan juga perlu ditransformasikan menjadi konsep pembangunan

berkelanjutan daerah. Selanjutnya, dalam proses transformasi aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan melalui proses kajian keberlanjutan terpadu, dikembangkan

menjadi suatu kajian pembangunan berkelanjutan daerah yang mempertimbangkan

rasionalitas lokal.

2.2. Nilai Penting KLHS RPJMD

Terdapat  nilai  penting  yang  harus  direfleksikan  dalam  penyusunan

KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterkaitan, keseimbangan,

dan keadilan. Selanjutya Kebijakan, rencana, dan program yang menjadi obyek

KLHS adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis, karena berbasiskan pada

konteks interaksi sistem alam dan sistem sosial. Tindakan manusia yang

mempengaruhi ekosistem akan direspons oleh ekosistem itu sendiri. Sebaliknya,
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pengaruh ekosistem terhadap manusia akan direspons oleh sistem sosial, dalam

berbagai bentuknya.

Systems Thinking adalah paradigma yang tepat digunakan untuk

memandang objek KLHS, sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Nilai

penting dan tujuan KLHS RPJMD ini dikonstruksikan berdasarkan paradigma

Systems Thinking.

2.2.1. Keterkaitan

Keterkaitan dijadikan nilai penting agar KLHS dapat menghasilkan

kebijakan, rencana, dan program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor,

wilayah, dan global-lokal. Paradigma Systems Thinking memandang  bahwa

seluruh komponen sistem dalam  suatu sistem tertentu, misalnya sistem

pembangunan berkelanjutan, memiliki keterkaitan antar komponennya. Gangguan

terhadap keterkaitan antar komponen sistem tersebut akan mempengaruhi kinerja

sistem secara keseluruhan. Jadi seluruh komponen dalam RPJMD, sebagai suatu

sistem saling memiliki keterkaitan, dan setiap komponennya memiliki perannya

masing-masing. Keterkaitan sangat tepat menjadi nilai penting KLHS.

2.2.2. Keseimbangan

Keseimbangan sebagai nilai penting KLHS, dimaksudkan agar KLHS

dijiwai oleh keseimbangan antar berbagai kepentingan, yaitu sosial-ekonomi dan

lingkungan hidup, antara  kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta

keseimbangan pusat dan daerah. Paradigma Systems Thinking memahami

keseimbangan sistem berbeda dengan pemahaman nilai keseimbangan dalam

KLHS ini. Suatu sistem selain memiliki keterkaitan antar komponennya, juga

memiliki interaksi diantaranya. Menggunakan paradigma Systems Thinking,

keseimbangan yang dimaksud dalam nilai KLHS dapat dijelaskan sebagai

keharmonisan interaksi antar komponen sistem.

2.2.3. Keadilan

Keadilan sebagai nilai penting, dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS

dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan
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marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya

pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber atau modal atau

pengetahuan. Dalam pandangan paradigma Systems Thinking, keadilan dalam

konteks. KLHS dapat ditempatkan sebagai keluaran dari sistem yang menjadi objek

KLHS.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan   dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS ditujukan untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar  dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan/atau program. Berdasarkan nilai penting KLHS, prinsip tercapainya tujuan

RPJMD dan tujuan KLHS, maka nilai penting KLHS RPJMD adalah sebagai

berikut:

1) Keterkaitan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk

menjaga keterkaitan pembangunan antar sektor, wilayah, lingkungan buatan dan

lingkungan alam, serta komponen pembangunan berkelanjutan lainnya.

2) Keharmonisan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk

menjaga interaksi yang harmonis dalam pembangunan antar sektor, wilayah,

lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen pembangunan

berkelanjutan lainnya.

3) Keadilan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan, menjaga dan

atau mencapai keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi.

4) Keberlanjutan

KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk

menjaga keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan
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ekonomi. Berdasarkan tujuan KLHS dan RPJMD, KLHS RPJMD adalah untuk

mewujudkan RPJMD yang berlandaskan dan mengitegrasikan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

2.3. Pendekatan KLHS RPJMD

KLHS RPJMD menggunakan pendekatan kajian keberlanjutan secara

terpadu yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan

berlandaskan pada rasionalitas lokal, baik rasionalitas ekonomi, sosial, dan

lingkungan, atau didasarkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan daerah.

Transformasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempertimbangkan

rasionalitas lokal dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Rasionalitas Lokal

Sumber: Hasil Olahan Sendiri
Gambar 2.1. Rasionalitas Lokal dalam Kontinum KLHS

Proses isu pembangunan berkelanjutan (PB) KLHS RPJMD mengacu pada

pasal 7 sampai pasal 9 dalam PP Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara

penyenggaran KLHS. Paradigma dan pendekatan baru yang digunakan pada

KLHS  ini, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan daerah, dan pendekatan

keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan

rasionalitas lokal. Pendekatan KLHS digunakan untuk penyusunan KLHS RPJMD,

disajikan pada Tabel 2.1.

Instrumen kajian lingkungan

Isu Strategis PB Isu Paling Strategis PB Isu Prioritas Strategis PB
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Tabel 2.1.

Pendekatan KLHS RPJMD

No Jenis Pendekatan KLHS Penjelasan
1. Kerangka dasar analisis

mengenai dampak lingkungan
hidup

Menekankan kajian pada dampak KRP
terhadap lingkungan hidup

2. Pendekatan penilaian
keberlanjutan lingkungan
hidup

KLHS sebagai alat uji KRP untuk
menjamin keberlanjutan lingkungan
hidup

3. Kajian terpadu/penilaian
keberlanjutan

Kajian keberlanjutan secara holistik yang
mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan
lingkungan

4. Kerangka pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan

KLHS sebagai instrumen pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan

5. Kajian terpadu pembangunan
berkelanjutan daerah

Kajian komprehensif keberlanjutan
ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan
berlandaskan pada rasionalitas lokal
(sistem ekonomi regional, kearifan lokal, dan
tipologi ekosistem wilayah)

2.4. Konsep RPJMD Berkelanjutan

PP Nomor 46 tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Penyelenggaraan KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

a) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang

ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak

dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. Perubahan iklim;

2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
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3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,

kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan

penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permintaan

masyarakat.

Integrasi RPJMD ke dalam Pembangunan Berkelanjutan Daerah akan

menghasilkan RPJMD yang berkelanjutan. Keberlanjutan (sustainability) menurut

Miller (2007) adalah konsep dasar dari ilmu lingkungan. Keberlanjutan pada

awalnya berasal dari bidang kehutanan, perikanan dan pengelolaan air tanah

(Rogers et al., 2008) yang menjadi landasan konsep produksi maksimum untuk

menjamin kelestarian produksi. Dalam paradigma sistem pendukung kehidupan

bumi (earth’s life support systems), keberlanjutan adalah kemampuan berbagai

sistem yang ada di bumi, termasuk sistem budaya dan ekonomi untuk dapat

bertahan dan menyesuaikan diri menghadapi perubahan kondisi lingkungan secara

terus menerus (Miller, 2007). Pada tahun 1993, Mohan Munasinghe, pakar ekonomi

Bank Dunia memperkenalkan tiga aspek pendekatan pembangunan berkelanjutan,

yaitu aspek ekonomi, ekologi dan sosial-budaya (Rogers et al., 2008).

2.5. Konsep Capacity Development (CD) KLHS RPJMD

UNDP (2008) mendefinisikan Capacity Development sebagai the process

through which individuals, organizations, societies, strengthen and maintain the

capabilities to set and achieve their own development objective over time. Capacity

Development diawali kondisi organisasi, institusi atau masyarakat terkait kapasitas

yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan. Kondisi lingkungan, sosial,

dan ekonomi yang terjadi, dalam  konteks pembangunan berkelanjutan dapat
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menjadi indikator kapasitas pemerintah dan atau masyarakat untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya proses KLHS RPJMD yang

partisipatif, Capacity Development menjadi metode yang tepat untuk diterapkan,

khususnya untuk anggota Pokja, dan tim yang akan turut serta melalui kegiatan

“partisipasi aktif”. Capacity Development dilakukan dalam setiap tahap dalam

prosedur penyusunan KLHS RPJMD, sehingga Capacity Development menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Keterlibatan Pokja secara langsung juga mempertimbangkan   budaya

kerja dalam konteks keterkaitan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, selain itu

juga mempertimbangkan variasi kapasitas diantara anggota pokja. Rencana

implementasi konsep “partisipasi aktif” dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Rencana Implementasi Konsep “partisipasi aktif” dalam KLHS RPJMD.

No Tahapan
KLHS RPJMD

Metode
Observasi,

Wawancara,
Telaah dokumen

FGD, Delphi,
Expert

Judgment

Tinjauan
Literatur,
Analisis

Kebijakan

System
Dynamics,

Spatial
Modelling

1 Persiapan
Pokja/

Fasilitator
Pokja/

Fasilitator
Pokja/

Fasilitator
-

2 Pelingkupan
Pokja/

Fasilitator
Pokja/

Fasilitator
Pokja/

Fasilitator Fasilitator

3
Kajian Pengaruh KRP
dan Kajian Pembangunan
Berkelanjutan

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

Fasilitator

4 Perumusan Alternatif
Penyempurnaan RPJMD

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

Fasilitator

5
Penyusunan
Rekomendasi
Perbaikan RPJMD

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

Fasilitator

6 Integrasi ke dalam
RPJMD

Pokja/
Fasilitator

Pokja/
Fasilitator

- -
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BAB III
GAMBARAN UMUM

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

3.1. Kondisi Umum Kabupaten Hulu Sungau Utara

3.1.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km2.

Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh)

kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan.  Kecamatan Danau Panggang

merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km2 atau 25,15% dari

luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki

luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km2 atau

3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-

masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No Kecamatan Luas (km2) %
Kelurahan

(buah)
Desa

(buah)

1. Danau Panggang 224,49 25,15 - 16

2. Babirik 77,44 8,67 - 23

3. Sungai Pandan 45,00 5,04 - 33

4. Amuntai Selatan 183,16 20,52 - 30

5. Amuntai Tengah 56,99 6,39 5 24

6. Banjang 41,10 4,59 - 20

7. Amuntai Utara 45,00 5,05 - 26

8. Haur Gading 34,15 3,83 - 18

9. Sungai Tabukan 29,24 3,28 - 17

10 Paminggir 156,13 17,49 - 7

Jumlah 892,70 100,00 5 214
Sumber:  BPS Hulu Sungai Utara, 2017
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